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Pendapatan Pajak Kubu Raya Capai 101,49 Persen 
 

 
Sumber gambar: antaranews.com 

Isi berita: 

Pontianak (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Lugito mengatakan, sampai 
dengan tanggal 30 Desember 2021, realisasi pendapatan pajak di Kubu Raya mencapai 
101,49 persen. 

"Alhamdulillah, dari target yang dibebankan kepada kami, di mana untuk pajak itu kita 
ditargetkan sebesar Rp115,6 miliar sampai dengan tanggal 30 Desember itu sudah terealisasi 
117,1 miliar atau kurang lebih 101,49 persen," kata Lugito di Sungai Raya, Jumat.  

Dia menjelaskan, jika di bandingkan dengan tahun lalu, realisasi sebesar Rp108 miliar atau 
98 persen. Artinya di tahun ini, untuk pajak daerah di Kubu Raya melebihi dari target. 

Namun, kata Lugito ada beberapa pajak yang tidak mencapai target. Seperti pajak retribusi, 
yang ditargetkan sebesar Rp7,8 miliar, namun hanya terealisasi sebesar Rp6,5 miliar atau 
kurang lebih 83 persen. 

Tidak tercapainya target retribusi tersebut karena adanya perubahan aturan terkait dengan 
IMB menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), di mana semenjak terbitnya PP 16 tahun 
2001, maka sejak 2 Agustus 2021, tidak lagi diperbolehkan melakukan penarikan retribusi 
IMB. 

"Untuk menyesuaikan tersebut, kita sudah membuat Perda tentang PBG dan alhamdulillah 
sudah disetujui oleh DPRD dan kita tinggal menunggu evaluasi dari Kementerian Keuangan 
dan Kementerian Dalam Negeri, sehingga di 2022 ini sudah bisa dilaksanakan penarikan 
kembali pajak PBG ini," tuturnya. 
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Selain itu, lanjutnya, beberapa jenis pajak lain  seperti parkir, hiburan dan restoran juga tidak 
mencapai target. Hal tersebut dikarenakan di masa pandemi COVID-19 banyak diterapkan 
PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat. 

"Sementara untuk pajak hiburan itu kita terbesar berada di XXI Transmart yang cukup lama 
tutup akibat pemberlakuan PPKM. Demikian dengan parkir untuk pemasukan terbesar 
berada di bandara, sementara saat PPKM banyak aktivitas penerbangan yang tidak berjalan 
dan ini berpengaruh pada pajak parkir kita," katanya. 

Namun, lanjutnya, untuk pendapatan pajak terbesar berada di pajak penerangan jalan, di 
mana semula ditargetkan Rp43 miliar dan terealisasi Rp45 miliar.. 

Sumber berita :  

1. https://kalbar.antaranews.com/berita/500669/pendapatan-pajak-kubu-raya-capai-
10149-persen tanggal 1/01/22. 

2. https://kuburayakab.go.id/seputar-kuburaya/berita/pendapatan-pajak-kubu-raya-
capai-101-49-persen tanggal 1/01/22. 

Catatan: 

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa pengaturan sebagai berikut: 
1. Pasal 30, menyatakan bahwa: 

Pendapatan Daerah terdiri atas: 
a. Pendapatan asli daerah; 
b. Pendapatan tranfer; 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

2. Pasal 31 ayat (1), menyatakan bahwa: 
Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi: 
a. Pajak daerah; 
b. Retribusi daerah; 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

 
B. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut: 
1. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, 

adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan 
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imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. 

2. Pasal 2, menyatakan bahwa: Jenis pajak terdiri dari: 
a. Pajak hotel; 
b. Pajak restoran; 
c. Pajak hiburan; 
d. Pajak reklame; 
e. Pajak penerangan jalan; 
f. Pajak mineral bukan logam dan batuan; 
g. Pajak parkir; 
h. Pajak air tanah; 
i. Pajak sarang burung walet; 
j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan 
k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. 


